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IV . SUPLEMEN PENULISAN SKRIPSI 
	4.1 CONTOH JUDUL

	Konsentrasi Pajak :

1. Analisis perbandingan laba kena pajak sebelum dan setelah tax planning.

2. Implementasi SIDJP yang mempengaruhi Kualitas Informasi DJP serta implikasinya pada Pengambilan Keputusan.

3. Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. 
Konsentrasi Keuangan :

1. Pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas informasi akuntansi serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

3. Perputaran piutang dan modal kerja terhadap profitabilitas.

4. Hubungan antara dana pihak ketiga dengan penyaluran kredit

Konsentrasi Sektor Publik :

1. Analisis akuntabilitas terhadap kebijakan publik

2. Implemetasi Auditor internal yang mempengaruhi kualitas informasi SKPD serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan daerah.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SIMKADA




	4.2  CONTOH LATAR BELAKANG

	Contoh 1 :

          Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya jadi hambatan dalam pemungutan pajak, hal tersebut akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 144). Menurut Kepala Kanwil Jabar I, di Kota Bandung dari 42 ribu wajib pajak badan tapi hanya 32% wajib pajak badan yang menyampaikan SPT (Adjat Djatnika, 2012). Sedangkan pada tahun 2013, dari 1,2 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan di Wilayah Jabar 1 hanya 50% yang melaporkan SPT Pajak Tahunan (Adjat Djatnika, 2013). Ironisnya, dari 50% pembayar pajak tidak semua membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sehingga tidak heran penerimaan pajak di Jabar 1 masih rendah (Adjat Djatnika, 2013). 

Contoh 2 :

         Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan (Tantriani dan Puji:2011).

Kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat pemerintah daerah memburuk. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurun sementara LKPD dengan status disclaimer dan tidak wajar justru semakin naik. Menurut data BPK, LKPD yang mendapat opini WTP pada 2004 mencapai 21 daerah dan tahun lalu tinggal delapan daerah. Adapun daerah yang dicap WDP oleh BPK pada 2004 mencapai 249 daerah, naik menjadi 283 di 2007, lalu turun menjadi 137 berdasarkan evaluasi sementara 2008 (Meutia:2009).

Contoh 3 :

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman yang memimpin pasar di bursa, dimana biasanya perusahaan pemimpin pasar itu merupakan perusahaan-perusahaan besar yang telah mempunyai nama besar atau merek dagang (brand name). Selain itu, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan emiten yang masuk 25 saham berkapitalisasi besar yaitu dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp45,65 triliun. Selanjutnya, walaupun akhir-akhir ini ramai diberitakan mengenai kasus mie instan Indomie yang ditolak importir Taiwan karena mengandung bahan pengawet berbahaya, ternyata tidak mempengaruhi kapasitas produksi maupun volume ekspor mie Indomie PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Produksi mie Indomie tetap di angka 11 miliar bungkus per tahunnya. Begitu juga dengan volume ekspor yang tidak menurun, yakni tetap terhitung tiga miliar bungkus mie diekspor ke 80 negara meliputi Australia, Asia dan Eropa selama setahun. Ekspor ke Taiwan pun juga tidak berubah, yakni sebanyak 150 juta bungkus. Berkaitan dengan harga saham seiring dengan isu tersebut, saham Indofood dinilai stabil karena walaupun mengalami kemerosotan terhadap harga saham namun kemerosotan tersebut tidak signifikan yaitu hanya mengalami penurunan senilai  Rp 225 ke posisi Rp 4.850 pada perdagangan Senin (Anwar, 2010).




	4.3. CONTOH IDENTIFIKASI MASALAH

	Contoh 1 :

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah :
1. Penerimaan pajak tidak mencapai target.

2. Ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak yang tidak sesuai ketentuan.

3. Wajib pajak tidak melampirkan bukti-bukti beban biaya secara lengkap dan kesulitan peminjaman dokumen kepada wajib pajak yang diperiksa. 
Contoh 2 : 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di identifikasikan masalah  yang terjadi sebagai berikut :

1. Lambatnya penyelesaian peraturan daerah yang mengatur pengalokasian dana, yang dapat memperjelas pengalokasian dana pada kegiatan yang tepat.

2. Banyaknya praktik KKN akibat kegagalan penerapan prinsip-prinsip good governance.

3. Opini disclaimer untuk LKPD lima kabupaten di Papua akibat ketidaksesuaian dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah.

Contoh 3 : 

                Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat diindentifikasikan adalah :

1. Kinerja keuangan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk merosot seiring dengan penurunan laba yang terjadi selama tahun 2003-2005. Dalam hal ini, walaupun harga sahamnya mengalami kenaikan tetapi kenaikan tersebut sangat tipis dari harga sebelumnya yaitu hanya beberapa poin saja.

2. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk tetap memberikan dividen pada saat perusahaan merugi selama tahun 2003-2005. Dikhawatirkan apabila terjadi kesulitan likuiditas dana, maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produksi barang akan terhambat sehingga laba yang mampu dihasilkan perusahaan akan sedikit dan berimbas pada penurunan Dividen Per Lembar Saham dan Laba Per Lembar Saham kemudian diikuti dengan penurunan harga saham.




	4.4. CONTOH RUMUSAN MASALAH

	Contoh 1 :

         Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar  pengaruh pemeriksaan pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah DJP Jawa Barat I.

2. Seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah DJP Jawa Barat I.

Contoh 2 :

         Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan Good Governance pada BPKAD Provinsi Papua.

2. Seberapa besar pengaruh penerapan good governance dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan pada BPKAD Provinsi Papua.

Contoh 3 :

1. Bagaimana hubungan Dividen Per Lembar Saham (Dividend Per Share) dan Laba Per Lembar Saham (Earnings Per Share) pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

2. Seberapa besar dampak Dividen Per Lembar Saham (Dividend Per Share) dan Laba Per Lembar Saham (Earnings Per Share) pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk secara simultan.

3. Seberapa besar dampak Dividen Per Lembar Saham (Dividend Per Share) dan Laba Per Lembar Saham (Earnings Per Share) pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk secara parsial.


	4.5 CONTOH MAKSUD & TUJUAN PENELITIAN

	Contoh :

Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh Minat Perilaku Wajib Pajak terhadap Efektivitas E-Filing dan implikasinya terhadap Kepatuhan Formal Perpajakan dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.
Contoh 1 :

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah DJP Jabar I.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah DJP Jabar I.



	4.6 CONTOH KEGUNAAN PENELITIAN

	Contoh :
1.4.1   Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada kepatuhan formal perpajakan maupun masalah pada minat perilaku Wajib Pajak dan efektivitas e-filing. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada kepatuhan formal perpajakan dapat diperbaiki dengan meningkatkan minat perilaku Wajib Pajak dan memperbaiki efektivitas e-filing.

1.4.2   Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa kepatuhan formal perpajakan yang optimal dipengaruhi oleh minat perilaku Wajib Pajak yang tinggi dan tingkat efektivitas e-filing yang tinggi, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh minat perilaku Wajib Pajak terhadap efektivitas e-filing dan implikasinya terhadap kepatuhan formal perpajakan.



	4.7 CONTOH KAJIAN PUSTAKA

	Contoh 1:
2.1.1
Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1
Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 Angka 2, pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 50) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

”Serangkaian kegiatan menghimpun danmengolah data, keterangan, dan/atau buktiyang dilaksanakan secara objektif danprofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Definisi pemeriksaan pajak menurut Soemarso (2007: 60) adalah sebagai berikut: 

“Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 245) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Hal pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan”.

Dari keempat pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menghimpun data, keterangan atau bukti lainnyauntuk menguji kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengacu pada peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan sistem self assessment.

2.1.1.2
Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Kurnia Rahayu (2010: 248) adalah sebagai berikut:

“Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa”.

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 1 angka 8 adalah sebagai berikut:

“Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk pemeriksaan pajak adalah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

Contoh 2 :
2.1
Kajian Pustaka

2.1.1
Pengertian Penatausahaan Keuangan Daerah


Menurut Dedi Kusmayadi (2009) dalam jurnalnya mendefinisikan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1.  Pengertian dalam arti sempit adalah melakukan pencatatan secara tertib, sistematis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran.
2. Pengertian dalam arti luas adalah pencatatan atas segenap tindakan pengurusan administrasi dan pengurusan kebendaharawanan yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang yang termasuk juga pelaksanaan tugas-tugas transitoris (UKP) dalam rangka pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran.
Menurut Saiful Rahman (2012) dalam modul Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa :

“Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa :

“Pengguna anggaran/kuasa anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Halim (2007) dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (2012:24) menjelaskan pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

“keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan daerah adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya.

2.1.1.1
Perencanaan dan Penganggaran

Menurut Abdul Halim dan M. Iqbal dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (2012:115) mendefinisikan perencanaan dan penganggaran adalah :

“Proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya”.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintergrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

2.1.1.2 Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana diatur pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan yang menyatakan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasakan ketentuan tersebut setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) diharuskan membuat Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan hukum didalam melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kesan umum dari UU No.32 tahun 2004, berupaya mengabungkan perencanaan daerah yang diatur UU No.25 tahun 2004 dan penganggaran daerah yang diatur UU No.17 tahun 2003 dan UU No.33 tahun 2004. Walaupun UU No.32 tahun 2004 ini mengatur secara umum berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah, tetapi hal ini justru menimbulkan multiinterprestasi atau keracunan pada penafsiran....
2.1.3.3
Pengertian Kualitas Informasi Keuangan


Menurut Muindro Renyowijoyo (2008:175) dalam buku Akuntansi Sektor Publik menjelaskan bahwa Informasi Keuangan adalah

“ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”


Menurut Azlim, Darwanis dan Usman (2012) dalam jurnalnya menyatakan bahwa :

 
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebutharus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan”.

2.1.3.4
Karakteristik Kualitas Informasi Keuangan


Menurut Muindro Renyowijoyo (2008:176) dalam buku Akuntansi Sektor Publik mengungkapkan :

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Adapun empat karateristik kualitas informasi keuangan yang menjadi persyaratan normatife yang dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dalam pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

1. Relevan

Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi masa lalu dan memprediksi masa depan, seperti :

1. Memiliki manfaat umpan batik (feedback value)

2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

3. Tepat waktu

4. Lengkap, disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya, atau dengan laporan keuangan entitas lain.




	4.8 CONTOH KERANGKA PEMIKIRAN

	2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan daerah merupakan bukti pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun masyarakat luas. Sebab laporan keuangan daerah berisikan seluruh kegiatan penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat penatausahaan keuangan daerah tentang kesesuai dana yang ada dan pengelolaan keuangan daerah yang direalisasikan pada kegiatan-kegiatan yang tepat dan sesuai dengan perencanaan.

2.2.1 Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan Good Governance


Menurut Dedi Kusmayadi (2009) penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap good governance. Semakin  efisien dan efektifnya penatausahaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan daerah akan memberikan dampak yang baik terhadap pencapaian good governance  yakni terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

2.2.2
Penerapan Good Governance dan Implikasinya terhadap Kualitas Informasi Keuangan

Menurut Azlim, Darwanis, dan Usman (2012) penerapan good governance  signifikan terhadap kualitas infromasi keuangan. Pelaksanaan good governance harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang berlaku saat ini, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Penerapan prinsip-prinsip good governance juga tidak lepas dari masalah yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.  

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut: 


Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



	4.9 CONTOH HIPOTESIS

	 “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis.Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

	

	

	4.10  CONTOH METODE PENELITIAN

	Menurut Sugiyono (2012:2), metode penelitian didefinisikan sebagai berikut:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis”.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dan mencapai tujuan tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2005:21) yang dikutip Umi Narimawati, dkk. (2010:29), metode deskriptif didefinisikan sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Menurut Masyhuri (2008:45) yang dikutip Umi Narimawati, dkk. (2010:29), metode verifikatif didefinisikan sebagai berikut:

“Metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan, untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian, sedangkan metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli 




	4.11  CONTOH OPERASIONALISASI VARIABEL

	Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:31), operasionalisasi variabel didefinisikan sebagai berikut:

“Operasionalisasi variabel adalah proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor”.

Menurut Sugiyono (2012:38), variabel penelitian didefinisikan sebagai berikut:

“Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan”.

Hipotesis yang diajukan diuji melalui variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

1) Variabel Bebas/Independent Variable (X dan Y)

Menurut Sugiyono (2012:39), variabel bebas didefinisikan sebagai berikut:

“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat)”.

Adapun variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah minat perilaku Wajib Pajak (variabel X) dan efektivitas e-filing (variabel Y).

Minat perilaku Wajib Pajak (variabel X) dapat dikatakan sebagai suatu keinginan dari Wajib Pajak untuk memilih, menggunakan, atau menolak sesuatu dengan maksud untuk pemenuhan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Variabel minat perilaku Wajib Pajak diukur dengan indikator-indikator yaitu keputusan menggunakan (actual use decision), kelanjutan penggunaan (continuance use), dan rekomendasi kepada orang lain (recommendation to others).

Efektivitas e-filing (variabel Y) dapat dikatakan sebagai suatu pengukuran dari e-filing dalam mencapai tujuan pelaporan pajak yang mudah, akurat, tepat waktu, dan paperless. Variabel efektivitas e-filing diukur dengan indikator-indikator yaitu keahlian pengguna (domain expertise), kepercayaan terhadap keamanan dan kerahasiaan (trust in security and privacy), kemudahan penggunaan persepsi (perceived ease of use), kegunaan persepsi (perceived usefulness), konten (content), dan ekonomis (economic).

2) Variabel Tidak Bebas/Dependent Variable (Z)

Menurut Sugiyono (2012:39), variabel tidak bebas didefinisikan sebagai berikut:

“Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”.

Adapun variabel tidak bebas (dependent variable) dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal perpajakan (variabel Z).

Kepatuhan formal perpajakan (variabel Z) dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal yang hanya menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Variabel kepatuhan formal perpajakan diukur dengan indikator-indikator yaitu lengkap (complete) dan tepat waktu (on time).

Maka operasionalisasi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel
Variabel

Konsep Variabel

Indikator

Skala

Nomor Kuesioner

Variabel Z:

Kepatuhan Formal Perpajakan
Soemarso S.R. (2007), Siti Kurnia Rahayu (2010), John Hutagaol (2007), Safri Nurmantu (2009)

Kepatuhan formal Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal yang hanya menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Siti Kurnia Rahayu (2010), Safri Nurmantu (2009)

1. complete (lengkap)

Ordinal

22-23

2. on time (tepat waktu)

Siti Kurnia Rahayu (2010).
24-26

Penelitian ini menggunakan skala ordinal. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:98), skala ordinal didefinisikan sebagai berikut:

“Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct diukur”.

Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan rating scale. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:158), rating scale didefinisikan sebagai berikut:

“Rating scale (skala bertingkat) yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh jawab-jawaban yang menunjukkan tingkatan-tingkatan”.




	4.12  CONTOH SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

	Sumber Data :

Menurut Sugiyono (2012:137) sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2012:137), sumber data primer dan sumber data sekunder didefinisikan sebagai berikut:

“Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen”.

Teknik Pengumpulan Data :

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2012:6), metode survei didefinisikan sebagai berikut:

“Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur”.




	4.13  CONTOH POPULASI, SAMPEL DAN TEMPAT SERTA WAKTU PENELITIAN

	Populasi
Menurut Edison (2004:46), populasi didefinisikan sebagai berikut:

“Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga atau keseluruhan individu yang menjadi acuan hasil-hasil penelitian yang akan dilakukan”.

Sampel

Menurut Sugiyono (2012:81), sampel didefinisikan sebagai berikut:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2012:85), purposive sampling didefinisikan sebagai berikut: “Sampling purposive adalah teknik penentuan data sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Menurut Slovin dalam Tatang M. Amirin (2011), pengambilan taraf kesalahan dalam populasi diizinkan sebesar 10%, jika besar proporsi sampel sukses adalah 0,5. Rumus dari proporsi sampel sukses adalah sebagai berikut:

[image: image1.jpg]S





Dimana:


=
Populasi sasaran

n
=
Populasi total

p
=
Proporsi sampel sukses


	4.14 CONTOH TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 
( Khusus Untuk Penelitian Data Primer )

	Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Bank Mega Regional Bandung yang berlokasi di Menara Bank Mega Bandung Jl. Gatot Subroto No. 283 Bandung 40273 Telp. (022) 87340900.

Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014.
Tabel 3..

Waktu Penelitian
No

Deskripsi Kegiatan

2015
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Agu

1

Pra Survei:

a. Persiapan Judul

b. Persiapan Teori

c. Pengajuan Judul

d. Mencari Perusahaan

2

Usulan Penelitian

a. Penulisan UP

b. Bimbingan UP

c. Sidang UP

d. Revisi UP

3

Pengumpulan Data

4

Pengolahan Data

5

Penyusunan Skripsi

a. Bimbingan Skripsi

b. Sidang Skripsi

c. Revisi Skripsi

d. Pengumpulan draf skripsi




Penatausahaan Keuangan Daerah (X)





Penerapan Good Governance 
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